
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2OL9

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT DALAM MELAKSANAKAN DAN MEMBERIKAN
PERSETUJUAN VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DAERAH

KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Daerah KabupatenfKota,, perlu diterbitkan
persetujuan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah
Nomor +6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Gubernur dapat menunjuk
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan validasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Nomor l2O
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
penandatanganan keputusan kepala daerah dapat dilakukan
oleh sekretaris daerah, atau kepala perangkat daerah;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pemberian Mandat
dalam Melaksanakan dan Memberikan Persetujuan Validasi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Kabupate n / Kota;

1. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Ktrusus Ibukota
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20OO tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0O Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aOlO);
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Menetapkan:

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT DALAM
MELAKSANAKAN DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, danf atau Program.

7. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggr kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung
jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

BAB II
PEMBERIAN MANDAT

Pasal 2

(1) Gubernur memberikan mandat untuk melaksanakan dan
memberikan persetujuan validasi KLHS Daerah Kabupaten / Kota.
kepada Kepala Dinas.

(2) Persetujuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak
untuk:
a. memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara

akuntabel dan dapat dipertanggungiawabkan kepada publik;
b. memvalidasi KLHS yang dilaksanakan secara bertahap pada

setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS, atau pada
tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS; dan
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59a\;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.69IMENLHK/SETJEN/KUM.L / L2 /2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor a59);

9. Peraturan Daerah Frovinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2Ol2
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol2
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 115);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2Ol7
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol7
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 2lll;

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama
Gubernur, dan Keputusan Gubernur (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 105 Seri E);
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c. memberikan persetujuan validasi KLHS yang paling sedikit
memuat:

1. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan

2. rekomendasi.

Pasal 3

Tanggung jawab pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (U dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi
pemerintahan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Kepala Dinas melaporkan Keputusan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 kepada Gubernur Jawa Barat.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan
secara periodik atau sewaktu-walctu apabila diperlukan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

n tanggal 3 $LL 2019

R JAWA "Y
RIDWAN KAMI\,D

t
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Diundangkan di Bandung
pada tanggal , JuIi 2019
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DAERAH PROVINSI
A BARAT,

KARNIWA

BERITA RAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2OI9 NOMOR 14




